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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N

NOMOR 157/Pdt.P/2016/PA Tkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Takalar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara

pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Surdianto  Dg.  Rani  bin  Sino  Dg.  Pasang,  umur  41  tahun,  agama  Islam,

pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal

di Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan,

Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Suriani  binti  Cabang Sua,  umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP,  pekerjaan  urusan  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di

Borongtala,  Desa  Bontokassi,  Kecamatan  Galesong  Selatan,

Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

           Pengadilan Agama tersebut.

           Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

           Telah mendengar keterangan pemohon dan bukti-bukti surat serta para

saksi di muka sidang. 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  pemohon  I  dan  pemohon  II  dengan  surat

permohonannya  tertanggal  14  Oktober  2016  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Takalar  dalam  register  Perkara  Nomor

157/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  tahun  2000,  pemohon  I  dengan  pemohon  II  telah

melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di  Borongtala,  Desa

Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. 

2. Bahwa pada  saat  pernikahan  tersebut  wali  nikahnya  adalah  Saudara

kandung yang bernama Supriadi Dg. Jarre.

3. Bahwa  pemohon  I  dan  pemohon  II  dinikahkan  oleh  imam  Desa

Bontokassi  yang  bernama  Zainuddin  Tarru  dan  yang  menjadi  saksi

nikahnya  adalah  dua  orang  laki-laki  dewasa  beragama  Islam,  masing-
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masing bernama Kamaran Dg. Naba dan Aso Dg. Lau, dengan mas kawin

(mahar) berupa emas berupa cincin seberat 1 gram dibayar tunai.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan

pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga

dan  tidak  sesusuan  serta  tidak  ada  larangan/halangan  untuk

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  pemohon  I  dan  pemohon  II

bertempat  tinggal  bersama  di  Borongtala,  Desa  Bontokassi,  Kecamatan

Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagai suami

istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Rezky Al Qurani

7. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan

pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

8. Bahwa  pemohon  I  dengan  pemohon  II  tidak  pernah  mendapatkan

Kutipan Akta  Nikah dari  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama

Kecamatan Galesong Selatan dan setelah pemohon I dengan pemohon II

mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut

tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

9. Bahwa  pemohon  I  dan  pemohon  II  sangat  membutuhkan  penetapan

pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai

alas hukum mengurus buku nikah.

10. Bahwa  para  pemohon sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang

timbul akibat perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon I dan pemohon II

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Hakim Tunggal  yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:
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Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Surdianto Dg. Rani bin

Sino  Dg.  Pasang)  dengan  pemohon II  (Suriani  binti  Cabang Sua)  yang

dilangsungkan  pada  tahun  2000  di  Borongtala,  Desa  Bontokassi,

Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

3. Membebankan  biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon  penetapan  yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,  para

pemohon  telah  hadir  sendiri,  dan  Hakim  Tunggal  membacakan  surat

permohonan  para  pemohon  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  para

pemohon.

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  para  pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Surdianto  Dg.  Rani  nomor

7305052911750001 tanggal 11 Desember 2012 telah bermeterai cukup dan

distempel  pos,  oleh  ketua  majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan

ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1.

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Suriani  nomor

7305056709790002 tanggal 07 Desember 2012 telah bermeterai cukup dan

distempel  pos,  oleh  ketua  majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan

ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga atas  nama kepala  keluarga Surdianto  Dg.  Rani

nomor 7305051103110001 tanggal 07 Juli 2011 telah bermeterai cukup dan

distempel  pos,  oleh  ketua  majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan

ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon I dan para pemohon II

mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Muh. Anwar bin Abd. Karim, umur 41 tahun, agama Islam, menerangkan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali pemohon I.
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- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II. 

- Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  adalah  Saudara  kandung

pemohon II. 

- Bahwa saksi nikahnya bernama Kamaran Dg. Naba dan Aso Dg.

Lau, dan maharnya emas berupa cincin seberat 1 gram dibayar tunai. 

- Bahwa  sewaktu  menikah,  status  pemohon  I  adalah  jejaka

sedangkan pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa  antara  pemohon  I  dengan  pemohon  II  tidak  sedarah

ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan

atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai. 

- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah

untuk mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan lainnya.

2. H.  Muhiddin  Alle  bin  Sossong,  umur  56  tahun,  agama  Islam,

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali pemohon I.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II. 

- Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  adalah  Saudara  kandung

pemohon II. 

- Bahwa saksi nikahnya bernama Kamaran Dg. Naba dan Aso Dg.

Lau, dan maharnya emas berupa cincin seberat 1 gram dibayar tunai. 

- Bahwa  sewaktu  menikah,  status  pemohon  I  adalah  jejaka

sedangkan pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa  antara  pemohon  I  dengan  pemohon  II  tidak  sedarah

ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan

atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai. 

- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah

untuk mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan lainnya.

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan

apapun,  kecuali  membenarkan  atas  seluruh  keterangan  para  saksi  tersebut

serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya, Hakim Tunggal menunjuk Berita Acara Sidang yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  pemohon  I  dan

pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor

3 Tahun 2014 huruf (d). Perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  bukti  P.1,  dan  P.2,  para  pemohon

bertempat tinggal  di  Wilayah Kabupten Takalar,  maka berdasarkan Pasal  49

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg.,

maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara

ini.

Menimbang,  bahwa  perihal  berkedudukan  sebagai  suami  isteri,  para

pemohon mengaku  bahwa  para  pemohon telah  melangsungkan  akad  nikah

yang  dilaksanakan  pada  tahun  2000  di  Borongtala,  Desa  Bontokassi,

Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Saudara

kandung bernama Supriadi Dg. Jarre, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokassi

bernama Zainuddin Tarru, disaksikan oleh saksi nikah Kamaran Dg. Naba dan

Aso Dg. Lau dengan mahar emas berupa cincin seberat 1 gram  dibayar tunai,

permohonan bertujuan untuk mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan

lainnya para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkokoh dalil-dalil permohonannya para

pemohon telah bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), dimana keseluruhan bukti surat

tersebut  merupakan  bukti  otentik,  khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  dengan

demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu,

alat  bukti  tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I

dan Pemhon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui oleh

pemerintah  setempat  (P.3)  oleh  karena  itu  keseluruhan  bukti  surat  tersebut

patut dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal

284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan

bukti  saksi  sebanyak  2  (dua)  orang,  dan  terhadap  dua  orang  saksi  yang
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diajukan  para  pemohon di  persidangan  Hakim  Tunggal  berpendapat  bahwa

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal

175  R.Bg,  Pasal  308  R.Bg  dan  Pasal  309  R.Bg,  berdasarkan  hal  tersebut

majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai

bukti.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  para  pemohon  yang  dikuatkan

oleh para saksi tersebut Hakim Tunggal memperoleh Fakta yang meyakinkan,

bahwa antara  pemohon I  dan pemohon II  telah  ternyata  terikat  perkawinan

yang sah sebagai suami istri sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang

dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 14

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2)  dan  (3)  huruf  e

Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan

dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama“ dan

itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan,

antara lain huruf (e):  Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai  halangan

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  terbukti

perkawinan yang dilakukan para pemohon telah memenuhi ketentuan hukum

Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi

Hukum Islam Indonesia,  oleh karenanya Hakim Tunggal  menilai  perkawinan

para  pemohon  dapat  disahkan,  dengan  mengabulkan  permohonan  para

pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai  dengan pasal  89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan

kepada para pemohon.

Mengingat  semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Surdianto Dg. Rani bin

Sino  Dg.  Pasang)  dengan  pemohon  II  (Suriani  binti  Cabang  Sua)  yang
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dilaksanakan pada tahun 2000 di Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan

Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian  ditetapkan  oleh  Hakim  Tunggal  Pengadilan  Agama  Takalar

pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23

Muharam 1438 H, oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal

dengan dibantu oleh Drs. H. M. As'ad F sebagai Panitera dan pada hari itu juga

penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

dengan dihadiri oleh Panitera tersebut dan pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera,

Drs. H. M. As'ad F
  

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00
2. ATK Perkara : Rp  50.000,00

3. Redaksi : Rp    5.000,00
4. Meterai : Rp    6.000,00

Jumlah : Rp  91.000,00
    (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 157/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


